
Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Sesar dan Kota-Kota Kecil di 
Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahara-an Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA MOJOKERTO, 

e Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu 
memberikan fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan dengan 
berdasarkan pada prinsip ekonomi dan produktivitas serta penerapan 
praktek bisnis yang sehat bagi Rumah Sakit Umum dr. Wahidin Sudiro 
Husodo Kota Mojokerto telah meningkatkan potensi kinerjanya dengan 
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum Daerah 
(PPK-SLUD) sehingga dalam pelaksanaannya perlu didukung dengan 
adanya sistem akuntansi badan layanan umum daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan sebagai pelaksanaan Pasal 
116 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum 
Daerah, maka perlu menetapkan Sistem Akuntansi Sadan Layanan Umum 
Daerah Rumah Sakit Umum dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto 
dengan Peraturan Walikota Mojokerto. 

: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah­ 
Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur I Jawa Timur I 

PEDOMAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN SADAN LAYANAN 
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM dr. WAHIDIN SUDIRO 

HUSODO KOTA MOJOKERTO 

TENT ANG 

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 
NOMOR 70 TAHUN 2012 

WALIKOTA MOJOKERTO 



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ; 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5072) ; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Sarang Milik 
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4737); 

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Sarang I Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 54 Tahun 201 O tentang Pengadaan Sarang I Jasa Pemerintah ; 

13. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Selanja Negara sebagaimana telah diubah dengan 
Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan 
Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Selanja Negara; 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan 
Pengadaan Sarang/Jasa pada Sadan Layanan Umum ; 
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15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah ; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Sarang Milik Daerah ; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara 
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung-jawaban Sendahara serta 
Penyampaiannya ; 

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman 
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Sadan Layanan Umum; 

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis 
dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Sadan Layanan Umum; 

21. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah 
Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

22. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis 
Kota Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Mojokerto Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota 
Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Kota Mojokerto; 

23. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 
Sarang Milik Pemerintah Kota Mojokerto; 

24. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pola Pengelolaan 
Keuangan Sadan Layanan Umum Daerah (PPK-SLUD) Rumah Sakit Umum Dr. 
Wahidin Sudiro Husodo; 

25. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa 
Umum; 

26. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur 
Pengelolaan Keuangan Daerah ; 

27. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi 
Daerah; 

28. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penetapan Tarif 
Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum dr. Wahidin Sudiro Husodo. 
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9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah 
Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja 
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto yang 
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa 
penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan 
mencari keuantungan , dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan 
pada prinsip keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan 
pada prinsip efisiensi dan produktifitas ; 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1 . Kota adalah Kota Mojokerto ; 

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto; 

3. Walikota adalah Walikota Mojokerto ; 

4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Mojokerto ; 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto ; 

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
perangkat daerah pada Pemerintah Kota Mojokerto selaku pengguna 
anggaran/ pengguna barang ; 

7. Rumah Sakit Umum Dr. Wahididn Sudiro Husodo yang selanjutnya 
disingkat RSU adalah Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo 
Kota Mojokerto yang telah ditetapkan sebagai PPK-BLUD dengan 
Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/892/417. 111/2011. 

8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut lnstansi adalah Sekretariat 
Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor, Kacamatan dan 
Kelurahan; 

Pasal 1 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PEDOMAN 
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM 
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO KOTA 
MOJOKERTO 

MEMUTUSKAN : 

4 



16. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap 
operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis 
yang penyebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang 
bersangkutan ; 

17. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang 
menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu 
dibayar kembali ; 

18. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana 
lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh 
pembayarannya kembali oleh BLUD; 

19. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan BLU yaitu aset, 
utang dan ekuitas pada tanggal tertentu. 

20. Standar Akuntansi Keuangan, yang selanjutnya disingkat SAK,adalah prinsip akuntansi 
yang ditetapkan oleh ikatan profesi akuntansi Indonesia dalam menyusun dan 
menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha. 

13. Penurunan Status BLUD adalah menurunnya status satuan kerja atau unit kerja yang 
menerapkan PPK-BLUD penuh menjadi satuan kerja/unit kerja yang menerapkan PPK­ 
BLUD bertahap ; 

14. Pencabutan Status BLUD adalah kembalinya status satuan kerja atau unit kerja yang 
menerapkan PPK-BLUD penuh atau PPK-BLUD bertahap menjadi satuan kerja/unit 
kerja biasa ; 

15. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja yang menerapkan PPK-BLUD yang 
selanjutnya disingkat SKPD-BLUD/Unit Kerja BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat 
Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto yang menerapkan PPK­ 
BLUD; 

1 o. Pola Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 
PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa 
keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan 
mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan 
keuangan daerah pada umumnya ; 

11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala 
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah ; 

12. Peningkatan Status BLUD adalah meningkatnya status satuan kerja atau unit kerja yang 
menerapkan PPK-BLUD bertahap menjadi satuan kerja/unit kerja yang menerapkan 
PPK-BLUD penuh ; 
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23. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban BLU berupa Laporan Realisasi 
Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan 
Keuangan. 

24. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi 
pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang 
pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya 
dalam satu periode. 

25. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar 
kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas 
investasi, dan aktivitas pembiayaan. 

26. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan BLU yaitu aset, 
utang dan ekuitas pada tanggal tertentu. 

27. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang 
penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pas yang disajikan dalam 
Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Arus Kas 
dalam rangka pengungkapan yang memadai. 

28. Bagan Akun Standar adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun 
secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, Berta e pembukuan dan pelaporan keuangan pemerintah. 

29. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan 
beberapa sistem/subsist 

30. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk 
memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD; 

31. lnvestasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat 
meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat ; 

32. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen 
perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target 
kinerja dan anggaran BLUD ; 

33. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah 
dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas 
barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan 
anggaran BLUD ; 

21. Sistem Akuntansi BLU adalah serangkaian prosedur manual maupun yang 
terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan 
pelaporan keuangan BLU. 

22. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah pnnsip­ 
prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan 
Pemerintah. 
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(3) Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan 
umum yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dari SKPD- BLUD dari segi 
manfaat layanan yang dihasilkan; 

(4) Pejabat yang ditunjuk mengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan 
pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh menteri/pimpinan 
lembaga/gubernur/bupati/ walikota ; 

(1) BLUD beroperasi sebagai satuan kerja perangkat daerah dengan tujuan memberikan 
pelayanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang sesuai dengan 
tugas pokok dan fungsinya ; 

(2) BLUD merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan Pemerintah Kota Mojokerto dan 
karenanya status hukum BLUD tidak terpisah dan Pemerintah Kota Mojokerto sebagai 
instansi induk ; 

Pasal 3 

BLUD bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka 
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan 
fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan 
penerapan praktek bisnis yang sehat. 

Pasal 2 

BAB II 

TUJUAN DAN ASAS 

34. Standar Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal 
yang diberikan oleh BLUD kepada masyarakat ; 

35. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disingkat Dewan Pengawas adalah organ 
yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD; 

36. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan 
pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk 
meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya 
(social responsibility) dalam menyelenggarakan bisnis sehat; 

37. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk 
imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau 
sebagaian dari biaya per unit layanan; 

38. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lain yang sah; 

39. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan 
kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik daerah; 

40. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik 
daerah. 
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